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ABSTRAK

Penulisan hukum ini membahas secara khusus mengenai pelaksanaan usaha
penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia. Pemahasan yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Kitab
Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 42 tahun 2000 tentang Jaminan
Fidusia, Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan
Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran Fidusia, Peraturan
Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan
Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan, Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia
kini menjadi suatu permasalahan karena belum adanya peraturan Perundang-Undangan
tentang siapa saja pelaksana kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan
fidusia secara sah, terdapat badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha kredit dengan
pembebanan jaminan fidusia secara sah. yang dilakukan oleh badan usaha selain PT Persero
Pegadaian salahsatunya yaitu Lembaga Pembiayaan. Maka dari itu penulisan hukum ini akan
mencoba menganalisis badan usaha mana saja yang dapat menjalankan kegiatan usaha

penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap Negara di dunia, dituntut aktif pada era persaingan global saat
ini. Salah satu caranya yaitu dengan mengembangkan berbagai macam
potensi yang dimilikinya. Indonesia termasuk salah satu negara yang harus
mengembangkan potensi tersebut dikarenakan Indonesia merupakan Negara
yang masih berkembang dan mengupayakan pembangunan ekonomi.
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional,
merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. !

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut
UU RPJP Nasional. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa RPJP Nasional
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Berbagai
pembangunan dilakukan di Indonesia baik dari segi infrastruktur,politik dan

ekonomi.

Untuk mencapai dan melakukan pembangunan, terdapat usaha dan
upaya yang dapat dilakukan. Salah satunya meneruskan pembangunan yang
berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun

masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana

! Lihat Penjelasan UNDANG UNDANG R.I., No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia L.N.R.I.
Tahun 1999 No. 186, Ketentuan Umum



yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan,
meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan.” Apabila dana yang
dibutuhkan cukup besar, dalam melakukan kebutuhan hidupnya masyarakat

menghadapi banyak kendala, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dll.

Pemerintah terus berupaya untuk mencapai sasaran tersebut, salah
satunya dengan mendorong masyarakat membuka usaha atau
berwiraswasta.’Dalam membuka usaha, biasanya pengusaha khususnya
usaha kecil dan menengah (UKM) banyak terbentuk masalah modal. Untuk
mengatasi hal ini, Pemerintah membuat sistem perekonomian rakyat dengan
menyediakan lembaga atau instansi yang memberikan pinjaman. Salah satu
cara untuk mendapatkan pinjaman tersebut adalah dengan meminjam dari
lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan

bukan bank.

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) kelompok
yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lemb aga
keuangan bankatau disebut dengan bank saja merupakan lembaga keuangan
yang paling lengkap melakukan kegiatannya dengan memberikan jasa jasa
keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan
kembali dana tersebut kepada masyarakat secara langsung dalam bentuk
pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Jenis jenis
lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum baik secara (konvensional

maupun syariah) dan bank perkreditan rakyat(konvensional&syariah).

Lembaga keuanganbukan bank disebut lembaga keuangan lainnya
melakukan kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan
saja.4Lembaga Keuangan bukan bank saat ini dirasa diperlukan bagi
masyarakat untuk memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan akan
dana. Lembaga keuangan tersebut dijadikan pilihan oleh masyarakat untuk

membantu mereka mendapatkan dana yang dibutuhkan. Pada saat ini

2

Id.

* Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia6 (Raja Grafindo
Persada,Depok,2004).

*Dahlan Slamat, Manajemen Lembaga Keuangan 45 (Intermedia, Jakarta, 1995).



masyarakat cenderung lebih memilih lembaga keuangan non bank seperti
lembaga pembiayaan untuk menjadi tempat mereka mendapatkan dana
karena prosedur mudah dan cepat dibanding meminjam dana pada lembaga

keuangan seperti bank baik bank konvensional maupun syariah.

Meskipun demikian, lembaga keuangan non bank seperti lembaga
pembiayaan tidak serta merta memberikan pinjaman dana dengan begitu
saja tanpa ada syarat yang harus dipenuhi oleh calon peminjam dana. Dana
tersebut akan diberikan oleh suatu lembaga dengan syarat harus ada suatu
jaminan agar adanya kepastian bagi lembaga pembiayaan apabila debitur
tidak memenubhi prestasi atau tidak bisa mengembalikan dana yang telah di

pinjam dari suatu lembaga pembiayaan.

Setelah terjadinya perjanjian utang piutang contohnya adalah
perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok kemudian timbul perjanjian
tambahan (accessoir) yaitu perjanjian jaminan, perjanjian kebendaan
maupun perjanjian jaminan perorangan. Biasanya pihak kreditur lebih
menyukai penyaluran kredit dengan jaminan kebendaan karena jaminan
kebendaan memiliki hak istimewa seperti droit de preference, droit de suite,
parate eksekusi. Jaminan kebendaan dapat berupa gadai,fidusia,hipotek dan

hak tanggungan.

Untuk menampung kebutuhan masyarakat yang memerlukan
pinjaman dengan jaminan barang bergerak, namun barang yang menjadi
jaminan masih tetap dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk
menjalankan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat
ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan
benda jaminan tersebut tetap berada pada debitur, Mengingat ketentuan
dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata yang mensyaratkan bahwa benda-
benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai
harus berpindah dan berada dalam kekuasan yang berpiutang, sedangkan
barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh orang yang bersangkutan
untuk menjalankan kegiatannya dalam mencapai tujuan kesejahteraan yang

di harapkan oleh setiap individu.



Kebutuhan akan adanya lembaga jaminan bagi benda bergerak tanpa
penguasaan benda objek jaminan sangat dirasakan oleh para pebgusaha
yang membutuhkan modal tetapi tidak mempunyai benda lain yang
dijadikan jaminan kecuali benda modal usahanya, sehingga kemudian lahir
lembaga jaminan fidusia. Dan di dalam pelaksanaannya kemudian lembaga

ini tidak hanya dipergunakan para pengusaha tetapi juga oleh masyarakat. >

Fidusia atau pemindahan hak milik atas dasar kepercayaan
(Fides)’( “fiduciareeigendomsoverdracht” atau sering di singkat F.E.O)
diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia  (UUJF) dan  Peraturan Menteri Keuangan = Nomor
130/PMK.010/2012 (PMK) tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi
Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk

Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF menyatakan bahwa :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik
benda.”

Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
panyaluran pinjaman khususnya pada masyarakat menengah ke
bawah,usaha mikro,usaha kecil,dan wusaha menengah, Pemerintah
mendirikan perusahaan yang berbentuk PERJAN lalu berubah bentuk
menjadi PERUM Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103
Tahun 2005 yang kini telah berubah menjadi Perusahaan Perseroan

(Persero) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011.

Disebutkan pula di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum

Perusahaan Umum(PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan

> Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan 24 (Alumni,
Bandung, 2006).
® Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia 1 (Penebar Swadaya, Jakarta, 2009).



(Persero) dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa maksud dan
tujuan Perusahaan Perseroan(Persero) melakukan usaha di bidang Gadai dan
Fidusia, baik secara konvensional maupun syariah terutama untuk
masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil,
dan usaha menengah,serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan

dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Prosedur yang harus ditempuh untuk melakukan permohonan kredit
pun tidak sulit, terbilang cepat dan biaya yang dikenakan relatif tidak terlalu
membebani. Dalam perkembangannya ditemukan badan usaha lainnya
selain PT Persero Pegadaian yang melakukan penyaluran kredit dengan
pembebanan jaminan fidusia. namun yang menjadi pertanyaan adalah
apakah badan usaha tersebut dapat melakukan kegiatan usaha nya dalam
bentuk penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia secara sah
dan apakah sudah ada ketentuan yang mendasari badan usaha tersebut untuk
menjalankan penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia, serta
apa sajakah syarat syarat yuridis formal yang harus dipenuhi oleh badan

usaha dalam menyalurkan kredit dengan pembebanan jaminan fidusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka saya hendak mencoba

mengangkat ke dalam penulisan hukum yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS BADAN USAHA YANG DAPAT
MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PENYALURAN KREDIT
DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Badan Usaha manakah yang dapat menjalankan praktek penyaluran

kredit berupa pembebanan jaminan fidusia secara sah?

2. Apa syarat syarat yuridis formal yang diberikan oleh badan usaha

dalam menyalurkan kredit dengan pembebanan jaminan fidusia ?



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti sesuai

dengan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk

mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui Badan Usaha mana yang dapat menjalankan
praktek penyaluran kredit berupa pembebanan jaminan fidusia
secara sah

Untuk mengetahui syarat syarat apa saja yang diberikan oleh badan
usaha dalam menyalurkan kredit dengan pembebanan jaminan

fidusia..

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi
para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai kewenangan
badan usaha untuk melakukan praktek usaha nya dalam bentuk

penyaluran kredit dengan cara pembebanan jaminan fidusia secara
sah.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangan pengetahuan
dalam bidang hukum, khususnya bidang hukum perdata yaitu
fidusia, serta dapat memberikan informasi bagi masyarakat
mengenai badan usaha mana yang dapat menjalankan penyaluran
kredit dalam bentuk pembebanan jaminan fidusia secara sah dan
mencegah masyarakat dari praktek-praktek curang yang dilakukan

oleh suatu institusi.

2.2 Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi
juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang hukum

khususnya bidang hukum perdata yaitu tentang fidusia.



1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penulisan
Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini hendaknya akan mencoba
menganalisis tentang Lembaga yang menjalankan praktek fidusia. Dalam
pendekatan yuridis normatif ini sebuah metode penelitian atas aturan -aturan
perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal)

maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).’

Kemudian peneliti menganalisis secara yuridis yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder, dengan
memfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap data-data di bidang
hukum, yang mencakup penelitian atas asas-asas yang dianut dalam
perundang-undangan yang bersangkutan, korelasi antar peraturan
perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Penelitian
yuridis normatif penulis lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

data sekunder. Adapun data tersebut mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
Yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan
memahami bahan hukum primer. Contohnya doktrin, hasil
pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal dan
tulisan lainnya yang bersifat ilmiah terutama yang berkaitan dengan

permasalahan yang penulisan kaji dalam penulisan hukum ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
lainnya, seperti ensiklopedi hukum, legal thesaurus, kamus hukum,

website dan lain-lain.

Pengelolaan dan analisis bahan hukum, adapun badan hukum yang
diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan,aturan perundang-undangan,
dan artikel dimaksud penulis wuraikan dan hubungkan seemikian
rupa,sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna
menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengelolaan
bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari
suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret

yang dihadapi.®

Prosedur pengumpulan bahan hukum, baik bahan primer maupun
bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang
telah dirumuskan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan
berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan

hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Penelitian ini bersumber pada buku-buku perundangan dan mencari
informasi data pendukung melalui wawancara ke salahsatu kantor cabang

Federal International Finance (FIF) di kota Bandung.

1.6 Sistematika Penulisan
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Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang akan
dirumuskan oleh penulis terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan
yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-

masing bab terbagi dalam beberapa sub bab:

Bab I Memuat tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka,

metode penelitian dan yang terakhir yakni sistematika penulisan.

Bab IIMembahas mengenai system penyaluran kredit bagi
masyarakat dengan cara pembebanan jaminan fidusia mulai dari pengertian
dan ciri-ciri fidusia,objek fidusia dan hapusnya fidusia menurut

KUHPerdata peraturan-peraturan yang ada di Indonesia

Bab III Membahas mengenai tugas dan kedudukan badan usaha
tersebut dalam menjalankan praktek penyaluran kredit sesuai dengan

perundang-undangan yang telah ada

Bab IVMembahas tentang analisis mengenai kewenangan suatu
lembaga dalam menjalankan praktek usaha penyaluran kredit bagi

masyarakat dengan cara pembebanan jaminan fidusia di Indonesia.

Bab V Memuat penutup mengenai uraian kesimpulan yang berisi
jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan
masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk

kajian lebih lanjut.



	Randy Rivaldi Trisnojoyo.pdf
	Pernyataan Randy.pdf
	Randy Rivaldi Trisnojoyo - Copy.pdf
	Randy Rivaldi Trisnojoyo FIXED.pdf
	Blank Page



